
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1219, 2016 KEMENAKER. RENSTRA. Tahun 2015-2019. 

Pencabutan. 
 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 27 TAHUN 2016 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS  

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 

TAHUN 2015-2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 3 ayat (1) 

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

2015-2019 telah ditetapkan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-

2019;  

  b. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 

Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga 

perlu disempurnakan; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis 

Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang 

Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan 

Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik 

Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 

3.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4356); 

4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4445); 

6.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

7.  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 3); 

8.  Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 

9.  Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
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Pedoman Penyusunan dan Penelaahaan Rencana 

Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860); 

10.  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan 

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden serta 

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di 

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG 

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 

TAHUN 2015-2019. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang 

selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen 

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian 

yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian 

(Renstra K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian 

untuk periode 5 (lima) tahun.  

3. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), 

adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 

(satu) tahun. 

4. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, 

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen 

perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 

(satu) tahun. 

5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan. 
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6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

7. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

8. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 

Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 

9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu 

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan 

tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 

pemerintah. 

10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. 

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang ketenagakerjaan. 

 

Pasal 2 

Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan Kementerian 

untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 

sampai dengan tahun 2019. 

 

Pasal 3 

Renstra K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat 

Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan kegiatan 

di Kementerian yang disusun dengan berpedoman pada  

RPJM Nasional. 

 

Pasal 4 

Renstra K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum 

dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 5 

Renstra K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun 

sebagai pedoman dalam: 

a. penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I di Kementerian; 
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b. penyusunan Renja Kementerian; 

c. penyusunan rencana/program pembangunan daerah di 

bidang ketenagakerjaan; 

d. koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar 

instansi di pusat dan daerah serta antar daerah; 

e. pengendalian pembangunan ketenagakerjaan; dan 

f. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). 

  

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 

2015 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019; 

b. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

KEP.459/MEN-SJ/XII/2015 tentang Penetapan Sasaran 

Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal 7 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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